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Prinsip Miranda Rule telah diakomodir di beberapa pasal dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu prinsip bagi
penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum atau berkonsultasi bagi tersangka
sebelum dilakukan pemeriksaan (Pasal 54, 55) dan prinsip untuk disediakan
penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (Pasal 56 ayat (1). Dalam
prakteknya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prinsip Miranda
Rule dalam hukum pidana di Indonesia, hambatan dalam penerapan Prinsip
Miranda Rule dalam hukum pidana di Indonesia dan upaya yang ditempuh untuk
mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip Miranda Rule dalam hukum pidana
di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.
Data diperoleh dari studi kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang
hanya membaca atau menganalisa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan
tersier.
Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa prinsip Miranda Rule, yang telah
diakomodir dalam KUHAP, dalam prakteknya di Indonesia tidak dilaksanakan
dengan baik, yaitu hak untuk menghadirkan dan berkonsultasi dengan penasihat
hukum sebelum dilakukan pemeriksaan, serta hak untuk disediakan penasihat
hukum bagi tersangka yang tidak mampu, sedangkan terkait dengan hak untuk
tidak menjawab atau diam sebelum dilakukan pemeriksaan tidak diatur secara
jelas dalam KUHAP. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, masih banyak
tersangka yang tidak di dampingi oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan,
dimana dengan tidak di dampinginnya tersangka oleh penasehat hukum,
menyebabkan penyidik dapat dengan mudah melakukan kekerasan fisik maupun
psikis terhadap tersangka. Bagi penyidik itu sendiri dapat dituntut dan dikenakan
pidana penjara atau denda sesuai dengan Pasal 422 KUHP. Tidak di dampinginya
tersangka oleh penasehat hukum, maka sesungguhnya akan berakibat pada tidak
sahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana yang terdapat dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September
1993, dalam pertimbangannya menyatakan â€œ apabila syarat-syarat penyidikan
tidak dipenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi
tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat
diterima.
Disarankan agar dalam Revisi KUHAP semua prinsip Miranda Rule dapat
diterapkan dan adanya sanksi yang jelas apabila prinsip-prinsip Miranda Rule itu
di abaikan atau dilanggar oleh instansi yang berwenang.
